




Penelitian ini memfokuskan pada tanggung gugat pemerintah kota 
Surabaya atas pembatasan kuota di bidang pendidikan, dengan permasalahan 
apakah pemerintah Kota Surabaya mempunyai wewenang melakukan pembatasan 
kuota siswa luar daerah kota Surabaya? dan apakah walikota Surabaya 
bertanggung gugat atas kerugian pembatasan siswa luar kota untuk menempuh 
pendidikan di Surabaya? 
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan statute approach dan 
conceptual approach. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pembatasan kuota 
siswa luar daerah kota Surabaya tidak sesuai dengan program pendidikan 
nasional, meskipun Pendidikan Nasional tidak termasuk urusan pemerintah pusat, 
melainkan sebagai bagian dari otonomi daerah sebagaimana Pasal 10 ayat (3) UU 
No. 32 Tahun 2004, namun penyelenggaraan pendidikan nasional menjadi  
tanggungjawab pemerintah pusat bersama-sama dengan kemerintah daerah. 
Pemerintah pusat sebagai pihak yang membiayai pendidikan nasional dengan 
diambilkan 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan 
penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Walikota 
Surabaya/Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang membatasi siswa dari luar kota 
melanggar ketentuan Pasal 31 UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, dikatakan 
melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 B.W., sehingga bertanggung gugat 
atas kerugian pembatasan siswa luar kota untuk menempuh pendidikan di 
Surabaya, karena Dinas Daerah (Diknas) dalam penyelenggaraan pemerintahan 
kota berada di bawah tanggungan oleh Walikota. Sesuai dengan ketentuan Pasal 
1367 B.W., bahwa Walikota tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang 
ditimbulkan oleh dirinya sendiri, melainkan juga kerugian yang ditimbulkan oleh 
orang-orang (kepala dinas-dinas/Diknas) yang berada di bawah tanggungannya. 
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